
A. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum  merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu

kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.1 Penegakan

hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan

dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau

sempit.2

Pada arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau

tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku,

berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya

itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu

untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi

hukumnya. Pada hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.

Pada arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di

dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi

1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, 2003, Yogyakarta, hlm 40
2 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Artikel, http://www.docudesk.com, diakses pada 3 Juni 2012



dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal

dan tertulis saja.3

Berdasarkan teori penegakan hukum menurut John Graham, penegakan hukum dilapangan oleh

polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan. Menurut Hamis

MC.Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan

berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam

penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek

berkaitan dengan bidang yang ditanganinya seperti halnya dengan penggunaan senjata api.

B.J.M ten berge menyebutkan beberapa aspek yang harus di perhatikan atau di pertimbangkan

dalam rangka penegakan hukum, yaitu :

a. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi.

b. Ketentuan perkecualian harus di batasi secara minimal

c. Peraturan harus sebanyak Mungkin di arahkan pada kenyataan yang secara

objektif dapat di tentukan

d. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang

di bebani dengan tugas penegakan hukum.

Untuk menegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau

sebagai proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang

merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara

pada pidana dan pemidanaan.  Tahap-tahapan penegakan hukum pidana tersebut adalah:4

3 Ibid
4 Firganefi, Bahan Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unila, 1999, Bandar Lampung, hlm 4



a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana inabstracto oleh badan pembuat

undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-

nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian

merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundangan-

perundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini

dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap aplikasi yaitu penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-

aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini, aparat

penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan-undangan

pidana yang telah di buat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat

penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua

ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh

aparat pelaksanaan pidana.  Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan

peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang

melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam

melaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat pelaksana

pidana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-

undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya

guna.

Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum

yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas  penegakan hukum

merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada



proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya

dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat

penegak hukum.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat

juga faktor yang menghambat antara lain :5

1. Faktor hukumnya sendiri;

2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia

didalam pergaulan hidup.

Berikut ini diuraikan maksud faktor-faktor itu:

1. Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya.

sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah

menegakkannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik adalah

peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Suatu peraturan

berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penetuannya berdasarkan kaidah

yang lebih tinggi tingkatannya.

Suatu peraturan hukum yang berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut

diakui atgau diterima oleh masyarakat keapda siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau

5 Soerjono, Op.Cit, hlm 34



diberlakukan. Suatu peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum

tersebut sesuai dengan cita-cita hukkum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Hanya peraturan-peraturan hukum yang mempunyai ketiga unsur kelakuan itulah yang dapat

berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Kalau tidak maka peraturan hukum tersebut bisa

menjadi peraturan hukum yang mati, atau dirasakan sebagai suatu tirai karena tidak berakar

dari hati sanubari masyarakat secara menyeluruh.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian

dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi

penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa suatu kebenaran adalah suatu kebejatan.

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolsian,

kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan pemasyarakatan, mempunyai peranan yang sangat

menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. Masalah peranan

dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih

banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat

terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai

kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengn aspirasi masyarakat. Selain itu penegak

hukum harus bijaksana untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, memperkenalkan

peraturan-peraturan hukum baru, dan menunjukan keteladanan yang baik. Selain



profesionalisme yang harus dimiliki, aparat penegak hukum harus mempunyai integritas

moral yang tinggi sehingga dapat menahan diri dari godaan-godaan kebendaan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan

berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai,

keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil

penegkakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai pengaruh

yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakan hukum. Dengan demikian tanpa

sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan lancar, dan

penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya yang seharusnya.

4. Faktor Masyarakat

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah

kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan

semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan

hukum yang baik. kesadaran hukum masyarakat merupakan pandangan yang hidup dalam

masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai

faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Jadi kesadaran hukum tersebut

merupakan suatu proses yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin

pula tidak. Akan tetapi tentang asas kesadaran hukum, itu terdapat pada setiap manusia.

5. Faktor Kebudayaan



Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-

nilai mana merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang

dianggap buruk. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang

berlaku. Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan

kebudayaan masyarakat maka ssemakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu

peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai atau bertentangandengan kebudayaan

masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan

hukum dimaksud.

B. Pengertian Senjata, Senjata Api dan Senjata Api Rakitan

Senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi/berperang, adapun arti senjata api

adalah yang mampu melepaskan keluar/sejumlah Proyektil dengan bantuan bahan peledak.

Adapun yang termasuk dalam pengertian dari senjata api adalah:

1. Meriam dan senjata api dan penyembur api serta bagiannya

2. Senjata tekanan udara dan tekanan pegas caliber 5,5 mm keatas, pistol pemberi isyarat

3. Senjata Peluru Karet, berbentuk senjata jenis pistol revolver senapan yang tidak dapat

ditembakkan dengan peluru tajam dan hanya ditembakkan dengan peluru karet

4. Senjata gas air mata, yang berbentuk stick dan berbentuk pistol revolver, senapan yang tidak

dapat ditembakkan dengan peluru tajam

5. Senjata tiruan/mainan yang berbentuk phisik dan data tekhnis/cara kerjanya menyerupai

senjata yang bilamana dapat disalahgunakan dapat membahayakan.6

6 Mabes Polri, Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, 2000, Jakarta



Pengertian senjata api sendiri Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2)

memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana

diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb 1937 Nomor 170), yang

telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb Nmor 278), tetapi tidak termasuk

dalam pengertian itu senjata “yang nyata” mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang

yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin

sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang senjata api (L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L. N.

1939 No. 278) tentang Undang-undang senjata api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran)

1936, yang dimaksud senjata api adalah :

a. Bagian-bagian senjata api;

b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya;

c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan

pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol

tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver

perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang

serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga

bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-

senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat

dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan

anak-anak.



Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976, senjata api adalah

salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan

keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api

merupakan alat khusus yang penggunannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9

Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non

pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Sedangkan senjata api rakitan yaitu segala senjata yang menggunakan mesin seperti senapan dan

pistol yang dibuat dengan merakit sendiri dan tidak berdasarkan dengan peraturan pembuatan

senjata api yang sah.7

Senjata api bukanlah benda yang umum digunakan ataupun dibawa-bawa oleh masyarakat sipil,

Negara telah membuat regulasi mengenai kepemilikan senjata api. Walaupun demikian

penyalahgunaan senjata api tetap tidak dapat dihindarkan, apalagi dengan mudahnya senjata api

rakitan yang banyak sekali beredar dan sudah meluas di Indonesia. Hal ini bisa saja dikarenakan

kurang konsekuennya pihak-pihak terkait dalam mengeluarkan izin kepemilikan senjata api dan

sanksi tegas yang mengacu kepada kepemilikan senjata api rakitan yang jelas tidak memiliki izin

yang sah.

Sebenarnya jika penggunaan senjata, terkhususnya senjata api, digunakan sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang adalah suatu hal yang wajar. Mengingat

mempertahankan diri adalah naluri paling dasar dari setiap mahkluk hidup. Sebab kita tidak

pernah tahu dan mengetahui kapan kita akan mendapat ancaman yang bisa membahayakan hidup

kita.

7 http://www.lbhmawarsaron.or.id diakses pada 18 September 2012



C. Prosedur Kepemilikan Senjata Api

Seperti yang kita ketahui, fenomena pembuatan serta pengedaran  senjata api makin marak akhir

– akhir ini yang ditandai dengan banyaknya penggunaan senjata api yang mengikuti aksi

kekerasan yang terjadi. Senjata api yang dimilki pun ada yang memilki izin dan ada pula yang

ilegal (rakitan). Sehingga bertolak dari fenomena yang terjadi, maka perlu dikaji mengenai

pengaturan mengenai senjata api di Indonesia.8

Untuk memiliki dan memperoleh ijin kepemilikan senjata api, tidak sulit bagi mereka yang

mampu. Sesuai dengan pasal 15 ayat 2e UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, yaitu memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan

peledak, dan senjata tajam. Sebelum memperoleh ijin, mereka harus mengikuti aturan yang telah

ditetapkan Polri.

Kepemilikan senjata api Indonesia diatur sejak lama oleh pemerintah dalam Undang Undang

Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN 1951-78 Tentang Senjata Api. Disebutkan dalam pasal 1 ayat

1 UU tersebut ;

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba,
memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan
atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,
dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara
sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Pada pasal tersebut di atas, terdapat pengertian yang sangat luas mengenai kepemilikan senjata

api yang meliputi peredaran, kepemilikan, penyimpanan, penyerahan, dan penggunaan senjata

api, amunisi, atau bahan peledak lainnya tanpa hak yang digolongkan ke dalam tindak pidana.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

8 Ibid



Sejumlah pengaturan mengenai senjata api yang dianggap ketat ternyata dapat ditembus oleh

oknum–oknum tertentu, sehingga celah–celah dalam pengaturan kepemilikan senjata api dapat

dengan mudah ditemukan. Misalnya saja berdasarkan SK tahun 2004 yang mensyaratkan

mengenai cara memilki izin kepemilikan senjata api yang mudah, yaitu menyerahkan syarat

kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain–lain, seseorang berusia 24-65

tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki

senjata api. SK tahun 2004 tersebut juga mengatur mengenai individu yang berhak memiliki

senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk

kalangan pejabat pemerintah minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan

pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin

kepemilikan senjata api pada Pasal 9 dinyatakan, bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara

atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api

menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.

Menurut ketentuan yang berlaku, cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-

persyaratan berikut ini :

1. Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu.

Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi

keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;

2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat

marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh

tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;



3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna

senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;

4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana

yang dibuktikan dengan SKKB;

5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.

6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan

7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata

Api (IKHSA).

Setelah memenuhi persyaratan diatas, maka pemohon juga harus mengetahui bagaimana

prosedur selanjutnya yang diarahkan menurut ketentuan yang ada, antara lain :

1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda)

setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga

kepemilikan senjata mudah terlacak.

2. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan

keahlian di Mabes Polri sebagaimamana yang telah dipersyaratkan.

3. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus

lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh

peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat

yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan

harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).



4. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara

tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak

melanjutkan uji kepemilikan.

Di dalam undang-undang disebutkan bahwa ijin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada

pejabat tertentu, antara lain :

1. Pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, diretur

utama, dan direktur keuangan;

2. Pejabat pemerintah, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris

Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan

Anggota DPR/MPR;

3. TNI/Polri dan purnawirawan.

Adapun senjata-senjata yang boleh dimiliki antara lain adalah :

1. Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki

senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas, cukup berijinkan direktorat Intel

Polri.

2. Jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan adalah senjata genggam, hanya kaliber 22

dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya.

3. Untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. (jumlah

maksimum dapat memiliki dua pucuk Per orang)

4. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA), dengan jenis senjata api antara lain adalah

Revolver, kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu Shortgun kaliber 12mm.



5. Sedangkan untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam

jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm dan

untuk senjata api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni Hunter 006 dan Hunter 007.9

Hampir tidak ada celah bagi setiap orang yang mencoba bermain dengan hal yang berhubungan

dengan senjata api. Hal ini disebabkan karena pemerintah menganggap masalah kepemilikan

senjata api oleh masyarakat sangatlah berbahaya bagi keamanan dan stabilitas negara. Jadi, bagi

mereka yang melanggar dan akhirnya dipidana, berarti dirinya menjalankan suatu hukuman

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan

kepentingan umum.10

Pada praktiknya, senjata api sangatlah mudah dimiliki oleh orang yang mempunyai dana lebih

untuk membelinya atau bahkan bisa mendapatkannya melalui penjualan senjata api ilegal seperti

senjata api yang di rakit sendiri oleh orang yang mempunyai keahlian dalam membuatnya dan

dijual secara sembunyi-sembunyi. Para pelaku kejahatan pun sebenarnya memanfaatkan

peredaran senjata yang bebas itu melalui pasar gelap dan sebagainya.

D. Syarat Memiliki Senjata Api

9 www.wartapedia.com
10 R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, 1996, Jakarta, hlm 154



Mengutip peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang

pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api, dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1948 tersebut dikatakan bahwa;

“setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api
harus harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh
kepala kepolisian negara.”

Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api harus

ditanda tangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti

Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang kewenangan perizinan menurut undang-undang senjata

api.

Menurut Undang-Undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh

pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata

api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya

untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota PERBAKIN yang sudah memenuhi syarat-

syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memilki kemahiran penembak serta mengetahui secara

baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api. Pemohon ijin

kepemilikan senjata api juga harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis,

ia harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan membawa dan

menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal. Syarat-syarat lain bisa saja ditetapkan oleh

dokter umum/spesialis. Syarat lain, harus menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik.11

11 Sumber: http://tanyahukum.com, diakses pada 18 September 2012



Sementara itu, untuk syarat psikologis, si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan

panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Tentu saja sang pemohon juga bukanlah seorang

psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh

tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri. Pihak Polri tidak akan tergesa-gesa atau

memberi izin secara sembarangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yaitu lihat

terlebih dahulu, kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna

senjata api itu

Berikut beberapa syarat untuk mendapatkan izin memiliki senjata api:12

Syarat Untuk Mendapatkan Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Dan Penggunaan Senpi bagi satpam

polsus:

a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Satpam/Polsus

b. Foto kopi buku Pas senjata api

c. Foto kopi Tanda Anggota Satpam/Polsus

d. Foto Kopi Surat Keterangan Mahir Menggunakan Senjata Api dari Lemdik Polri

e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

f. Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri

g. Pas foto warna dasar merah ukuran 4 X 6 = 2 Lmb, 2 X 3 = 2 Lmb

Syarat untuk perijinan senjata peluru karet bagi perorangan:

a. Rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam

b. Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

12 www.wartapedia.com



d. Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta

e. Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota Tni/Polri

f. Fotocopy KTP/KTA (syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yg telah

melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan utk melengkapi tes

kesehatan dan psikologi dari Polri, bila tdk memenuhi persyaratan sejanta tsb agar dihibahkan

g. Pas photo berwarna dasar merah 2 x 3 = 6 lmb

Syarat untuk perijinan senjata peluru gas bagi perorangan:

a. Rekomendasi Kapolda Sulut Up. Dir Intelkam

b. Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

d. Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta

e. Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota Tni/Polri

f. Fotocopy KTP/KTA (Syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yg telah

melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan utk melengkapi tes

kesehatan dan psikologi dari Polri, bila tdk memenuhi persyaratan sejanta tsb agar dihibahkan

g. Pas photo berwarna dasar merah 2 x 3 = 6 lmb

Dilihat dari perkembangan zaman sekarang ini, aksi-aksi kekerasan massa dan tindak pidana

yang disertai kekerasan sepertinya memang telah menjadi tren di negeri ini. Berita-berita

terdengar silih berganti, dari mulai tawuran kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda

sampai masyarakat petani dan lain sebagainya. Belum lagi aksi-aksi yang menggunakan senjata

api secara rakitan. Jika dilihat dari bagaimana prosedur kepemilikan senjata api, jelas sekali hal

tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan. Maka daripada itu kebanyakan orang yang memang



memiliki keahlian khusus memilih untuk merakit sendiri senjata api sebagai perlindungan

kepada diri sendiri atau juga malah memperjualbelikannya secara ilegal.13

Rasa curiga satu sama lain semain besar ketika berhadapan dengan orang yang tidak dikenal. Jati

diri sebagai bangsa yang ramah tamah seperti yang difahami selama ini seperti serta merta hilang

ketika melihat fenomena kekerasan yang kerap terjadi. Para pelaku kejahatan pun sebenarnya

memanfaatkan peredaran senjata yang bebas itu. Melalui pasar gelap, mereka dapat membeli

senjata api baik itu jenis senjata asli buatan pabrik maupun jenis rakitan dengan harga relatif

murah dan kemudian digunakan sebagai sarana untuk melancarkan aksi kriminalnya, seperti

perampokan bersenjata api yang marak akhir-akhir ini. Daerah konflik seperti Mesuji pun sangat

beresiko menjadi daerah peredaran senjata api ilegal/rakitan.

13 Sumber: http://waspada.co.id, diakses pada 18 September 2012


